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PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 

ABSTRAK	:	-	Untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melaporkan kekeyaannya.
· Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; PP No.59 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016.
· Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata Cara penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), termasuk Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN, Unit Pengelola LHKPN Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tujuan Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara.

CATATAN	:	- 	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17  November 2017
· Lampiran  :  17  HLM.



